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PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PER- 17 /MBU/10/2014 
TENTANG 

PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha 
Milik Negara Nomor : PER-03/MBU/2013 tanggal 25 
Maret 2013, telah ditetapkan pedoman penegakan 
disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 

b. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan 
Presiden Nomor 107 tahun 2014 tentang Tunjangan 
Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Badan 
Usaha Milik Negara serta untuk lebih 
menyempurnakan pedoman penegakan disiplin 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Badan 
Usaha Milik Negara, maka dipandang perlu untuk 
meninjau ulang Peraturan Menteri Badan Usaha Milik 
Negara Nomor : PER-03/MBU/2013; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik 
Negara tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
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Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik 
Negara; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 13 Tahun 2014; 

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 
2014; 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 
Tahun 2014 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di 
Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 
Tahun 1995 Tentang Hari Kerja Di Lingkungan 
Lembaga Pemerintah; 

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P 
Tahun 2011; 

9. Keputusan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 
68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan 
Lembaga Pemerintah; 

10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 08 Tahun 1996 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga 
Pemerintah; 
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11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 
21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

12. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 
PER-06/MBU/2014 Tahun 2014 Tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik 
Negara; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 
TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK 
NEGARA. 

Pasal 1 

Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Kementerian 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengacu kepada Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan 
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Pasal 2 

Dalam rangka meningkatkan penegakan disiplin PNS di Lingkungan 
Kementerian BUMN sebagaimana diatur dalam Pasal 1, setiap PNS di 
Lingkungan Kementerian BUMN yang melakukan pelanggaran disiplin 
waktu kerja Pegawai Negeri Sipil diberi sanksi tambahan dikaitkan dengan 
pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Badan 
Usaha Milik Negara dan/atau peninjauan kembali penugasan PNS 
Kementerian BUMN di BUMN sebagaimana ketentuan yang tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 

Pasal 3 

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Badan Usaha 
Milik Negara Nomor : PER-03/MBU/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang 
Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil  
Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 4 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 15 Oktober 2014 
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA, 
 
DAHLAN ISKAN 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 31 Oktober 2014 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
YASONNA H. LAOLY 
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LAMPIRAN 
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR PER-17/MBU/10/2014 
TENTANG 
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK 
NEGARATENTANG PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI 
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN 
USAHA MILIK NEGARA 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. UMUM 

Dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan 
bermoral telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.  

Peraturan Pemerintah tersebut memuat tentang kewajiban, larangan, 
dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah 
terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin 
dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan 
pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal 
dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa 
yang akan datang. 

Bahwa guna lebih meningkatkan kinerja dan produktifitas PNS di 
lingkungan Kementerian BUMN telah ditetapkan Peraturan Menteri 
Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-03/MBU/2013 tentang 
Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian 
Badan Usaha Milik Negara.  

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 107 tahun 2014 tentang 
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian BUMN, maka 
perlu mengatur penegakan disiplin dalam kaitannya dengan 
pemberian Tunjangan Kinerja dimaksud.  

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Menteri BUMN perlu 
menetapkan Peraturan Menteri BUMN tentang Penegakan Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik 
Negara.  
 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 
1. Maksud 
 Peraturan Menteri BUMN dimaksudkan untuk lebih 

meningkatkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Kementerian Badan Usaha Milik Negara.  

2. Tujuan 
 Peraturan Menteri BUMN tentang Penegakan Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik 
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